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KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 03 

NERACA 

 

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah 

paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf 

penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual 

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. 

 

PENDAHULUAN 

Tujuan 

1. Tujuan Kebijakan Neraca adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Neraca untuk 

Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana 

ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. 

2. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan 

mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. 

 

Ruang Lingkup 

3. Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian Neraca yang disusun dan 

disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual untuk tingkat 

SKPD, PPKD, dan Pemerintah Daerah. 

 

KLASIFIKASI 

4. Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya 

dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya 

menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.  

5. Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos 

aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan 

akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah 

tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima 

atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.  

6. Apabila suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan menyediakan barang-barang 

yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, perlu adanya 

klasifikasi terpisah antara aset lancar dan nonlancar dalam neraca untuk 

memberikan informasi mengenai barang-barang yang akan digunakan dalam 

periode akuntansi berikutnya dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka 

panjang.  
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7. Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan bermanfaat 

untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan. 

Informasi tentang tanggal penyelesaian aset nonkeuangan dan kewajiban seperti 

persediaan dan cadangan juga bermanfaat untuk mengetahui apakah aset 

diklasifikasikan sebagai aset lancar dan nonlancar dan kewajiban diklasifikasikan 

sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.  

8. Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut: 

a. kas dan setara kas;  

b. investasi jangka pendek; 

c. piutang pajak dan bukan pajak; 

d. persediaan;  

e. investasi jangka panjang;  

f. aset tetap; 

g. kewajiban jangka pendek; 

h. kewajiban jangka panjang; 

i. ekuitas dana. 

9. Pos-pos selain yang disebutkan di atas disajikan dalam Neraca jika 

diperlukan untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu 

entitas akuntansi/entitas pelaporan.  

10. Pertimbangan disajikannya pos-pos tambahan secara terpisah didasarkan pada 

faktor-faktor berikut ini:  

a. Sifat, likuiditas, dan materialitas aset;  

b. Fungsi pos-pos tersebut dalam entitas akuntansi/entitas pelaporan; 

c. Jumlah, sifat, dan jangka waktu kewajiban.  

11. Aset dan kewajiban yang berbeda dalam sifat dan fungsi dapat diukur dengan 

dasar pengukuran yang berbeda. Sebagai contoh, sekelompok aset tetap tertentu 

dicatat atas dasar biaya perolehan dan kelompok lainnya dicatat atas dasar nilai 

wajar yang diestimasikan.  

 

PENYUSUNAN NERACA SKPD SEBELUM KONVERSI  

12. Setelah disusun LRA SKPD, kemudian melakukan jurnal penutupan, selanjutnya 

Satuan Kerja menyusun Neraca SKPD. Neraca ini menyajikan informasi tentang 

posisi keuangan SKPD mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal 

tertentu. Format neraca SKPD sebelum konversi adalah sebagai berikut : 
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PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL 
NERACA SKPD ...... 

Per 31 Desember Tahun n dan Tahun n-1 
 

Jumlah Kenaikan 
(Penurunan) Uraian 

Tahun n Tahun n-1 Jumlah % 

ASET     
ASET LANCAR     
Kas dan Setara Kas     
   Kas di Bendahara Penerimaan     
   Kas di Bendahara Pengeluaran     
   Setara Kas     
Investasi Jangka Pendek     
   Investasi dalam Deposito     
   Investasi dalam Saham     
   Investasi dalam Obligasi     
Piutang      
   Piutang Pajak     
   Piutang Retribusi     
   Piutang lain-lain     
Persediaan     
   Persediaan Alat Tulis Kantor     
   Persediaan Alat Listrik     
   Persediaan Material/Bahan     
   Persediaan Benda Pos     
   Persediaan Bahan Bakar     
   Persediaan Bahan Makanan Pokok     

Jumlah     
ASET TETAP     
Tanah     
   Tanah     
 Peralatan dan mesin     
   Alat-alat Berat     
   Alat-alat Angkutan Darat Bermotor     
   Alat-alat Angkutan Darat Tidak 
   Bermotor 

    

   Alat-alat Angkutan di Air Bermotor     
   Alat-alat Angkutan di Air Tidak 
   Bermotor 

    

   Alat-alat Angkutan Udara     
   Alat-alat Bengkel     
   Alat-alat Pengolahan Pertanian dan  
   Peternakan 

    

   Peralatan Kantor     
   Perlengkapan Kantor     
   Komputer     
   Meubelair     
   Peralatan Dapur     
   Penghias Ruangan Rumah Tangga     
   Alat-alat Studio     
   Alat-alat Komunikasi     
   Alat-alat Ukur     
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   Alat-alat Kedokteran     
   Alat-alat Laboratorium     
   Alat-alat Persenjataan/Keamanan     
Gedung dan bangunan     
   Gedung Kantor     
   Gedung Rumah Jabatan     
   Gedung Rumah Dinas     
   Gedung Gudang     
   Bangunan Bersejarah     
   Bangunan Monumen     
   Tugu Peringatan     
Jalan, Jaringan, dan Instalasi     
  Jalan     
  Jembatan     
  Jaringan Air     
  Penerangan Jalan, Taman dan Hutan 
  Kota 

    

  Instalasi Listrik dan Telepon      
Aset Tetap Lainnya     
   Buku dan Kepustakaan     
   Barang Bercorak Kesenian, 
   Kebudayaan 

    

   Hewan/Ternak dan Tanaman     
Konstruksi Dalam Pengerjaan     
   Konstruksi Dalam Pengerjaan     
Akumulasi Penyusutan     
   Akumulasi Penyusutan Aset Tetap     

 Jumlah     
ASET LAINNYA      
  Tagihan Piutang Penjualan Angsuran     
  Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian 
  Daerah 

    

  Kemitraan dengan Pihak Ketiga     
  Aset Tidak Berwujud     
  Aset Lain-lain     

  Jumlah     
  JUMLAH ASET      

KEWAJIBAN     
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK      
  Utang Perhitungan Pihak Ketiga     
  Utang Bunga     
  Utang Pajak     
  Bagian Lancar Utang Jangka Panjang     
  Pendapatan Diterima Di Muka     
  Utang Jangka Pendek Lainnya     

  Jumlah     
EKUITAS DANA LANCAR     
  SILPA     
  Cadangan Piutang     
  Cadangan Persediaan     
  Dana yang Harus Disediakan untuk 
  Pembayaran Utang Jangka Pendek 

    

  Jumlah     
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EKUITAS DANA INVESTASI     
  Diinvestasikan dalam Aset Tetap     
  Diinvestasikan dalam Aset Lainnya     
     
REKENING KORAN-PPKD     

  Jumlah      
  JUMLAH KEWAJIBAN DAN  

  EKUITAS DANA  
    

 
 
KONVERSI UNTUK NERACA SKPD 
13. Ketika akan melakukan konversi Neraca, perlu diteliti lebih dahulu pada klasifikasi 

mana terjadi perbedaan antara Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang diubah oleh 

Permendagri No. 59 Tahun 2007 dengan PP No. 24 Tahun 2005, kemudian 

lakukan konversi. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh konversi pada bagan di 

bawah ini : 

 

 Permendagri No. 13 Tahun 2006 
ASET LANCAR  

PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP 
ASET LANCAR  

Kas  
    1. Kas di Bendahara Penerimaan     1. Kas di Bendahara Penerimaan 
    2. Kas di Bendahara  
        Pengeluaran 

    2. Kas di Bendahara Pengeluaran 

    3. Setara Kas  
Investasi Jangka Pendek     3. Investasi Jangka Pendek 
    1. Investasi dalam Deposito  
    2. Investasi dalam Saham     4. Piutang Pajak 
    3. Investasi dalam Obligasi     5. Piutang Retribusi 

Piutang  
    6. Bagian Lancar Pinjaman kepada  
        Perusahaan Negara 

    1. Piutang Pajak 
    7. Bagian Lancar Pinjaman kepada  
        Perusahaan Daerah 

    2. Piutang Retribusi 
    8. Bagian Lancar Pinjaman kepada  
        Pemerintah Pusat 

    3. Piutang lain-lain     9. Bagian Lancar Pinjaman kepada  
        Pemerintah Daerah Lainnya 

Persediaan   10. Bagian Lancar Tagihan  
        Penjualan Angsuran 

    1. Persediaan Alat Tulis Kantor   11. Bagian Lancar Tuntutan  
        Perbendaharaan 

    2. Persediaan Alat Listrik   12. Bagian Lancar Tuntutan Ganti  
        Rugi 

    3. Persediaan Material/Bahan   13. Piutang Lainnya 
    4. Persediaan Benda Pos   14. Persediaan 
    5. Persediaan Bahan Bakar  
    6. Persediaan Bahan Makanan  
        Pokok 

 

 

 

14. Dari bagan di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk SKPD, tidak terdapat 

Perbedaan pada kelompok Aset Lancar. 
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Permendagri No. 13 Tahun 2006 
ASET TETAP 

PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP 
ASET TETAP 

    1. Tanah     1. Tanah 
    2. Peralatan dan Mesin     2. Peralatan dan Mesin 
    3. Gedung dan Bangunan     3. Gedung dan Bangunan 
    4. Jalan, Jaringan dan Instalasi     4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan 
    5. Aset Tetap Lainnya     5. Aset Tetap Lainnya 
    6. Konstruksi Dalam Pengerjaan     6. Konstruksi dalam Pengerjaan 
    7. Akumulasi Penyusutan 

 

    7. Akumulasi Penyusutan 
 

15. Perbedaan di dalam Aset Tetap ada pada kelompok Jalan, Jaringan dan Instalasi 

berdasarkan akun pada Permendagri No. 13 Tahun 2006, sedangkan berdasarkan 

format PP No. 24 Tahun 2005 kelompok yang sama adalah Jalan, Irigasi, dan 

Jaringan. Bila diperhatikan lebih seksama ke dalam susunan Kode Rekening 

Permendagri No. 13 Tahun 2006, yang dimaksud dengan jaringan termasuk di 

dalamnya adalah jaringan irigasi, sehingga sebenarnya tidak ada perbedaan 

substansi di antara keduanya. 

 
Permendagri No. 13 Tahun 2006 

ASET LAINNYA  
PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP 

ASET LAINNYA  
    1. Tagihan Piutang Penjualan 
        Angsuran 

    1. Tagihan Penjualan Angsuran 

    2. Tagihan Tuntutan Ganti        
        Kerugian Daerah 

    2. Tuntutan Perbendaharaan 

    3. Kemitraan dengan Pihak   
        Ketiga 

    3. Tuntutan Ganti Rugi 

    4. Aset Tidak Berwujud     4. Kemitraan dengan Fihak Ketiga 
    5. Aset Lain-Lain     5. Aset Tidak Berwujud 
 

 

    6. Aset Lain-Lain 
 
16. Perbedaan pada kelompok Aset Lainnya terlihat bahwa dalam format PP No. 24 

Tahun 2005 dibedakan antara Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi, 

sedangkan di Permendagri No. 13 Tahun 2006 hanya ada Tagihan Tuntutan Ganti 

Kerugian Daerah dengan tidak memisahkan ke dalam dua kelompok seperti pada 

PP No. 24 Tahun 2005. Oleh karena itu, dalam konversi, sesuai dengan kejadian 

transaksinya, perlu dibedakan ke dalam dua kelompok seperti dalam  PP No. 24 

Tahun 2005. 

Permendagri No. 13 Tahun 2006 
KEWAJIBAN  

PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP 
KEWAJIBAN  

A. Kewajiban Jangka Pendek A. Kewajiban Jangka Pendek 
    1. Utang Perhitungan Pihak  
        Ketiga 

    1. Utang Perhitungan Fihak Ketiga  
        (PFK) 

    2. Uang Muka dari Kas Daerah *     2. Utang Bunga 

    3. Utang Bunga 
    3. Bagian Lancar Utang dalam  
        Negeri 

    4. Utang Pajak 

 

    4. Bagian Lancar Utang Jangka  
        Panjang Lainnya 
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    5. Bagian Lancar Utang Jangka 
        Panjang 

    5. Utang Jangka Pendek Lainnya 

    6. Pendapatan diterima di Muka**  
    7. Utang Jangka Pendek Lainnya  

 

17. Perbedaan kelompok Kewajiban :  

(*) Dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 (Lampiran E.XII-Format Neraca SKPD) 

terdapat Uang Muka dari Kas Daerah. Bila yang dimaksud adalah transfer kas 

dari BUD, maka diakui/dicatat sebagai RK-PPKD yang menjadi bagian dari 

akun ekuitas dana di SKPD. 

(**) Dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 terdapat Pendapatan Diterima di 

Muka/Pendapatan yang Ditangguhkan. Hal ini terjadi dari transaksi 

pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerimaan yang belum disetorkan 

ke Kas Daerah. Namun sebenarnya bila transaksi itu terjadi maka 

diakui/dicatat ke pendapatan sesuai dengan jenisnya dan bukan sebagai 

pendapatan yang ditangguhkan. Tetapi bila akun tersebut muncul dari 

transaksi lainnya yang menyebabkan pendapatan diterima di muka, maka 

dapat dikonversikan ke dalam Utang Jangka Pendek Lainnya menurut PP No. 

24 Tahun 2005. 

 
Permendagri No. 13 Tahun 2006 

EKUITAS DANA  
PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP 

EKUITAS DANA  
Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Lancar 
    1. Sisa Lebih Pembiayaan  
        Anggaran (SILPA) 

    1. Sisa Lebih Pembiayaan  
        Anggaran (SILPA) 

    2. Cadangan Piutang     2. Cadangan Piutang 
    3. Cadangan Persediaan     3. Cadangan Persediaan 
    4. Dana yang Harus Disediakan  
        untuk Pembayaran Utang      
        Jangka Pendek * 

    4. Dana yang Harus Disediakan  
        untuk Pembayaran Utang      
        Jangka Pendek 

Ekuitas Dana Investasi Ekuitas Dana Investasi 
    1. Diinvestasikan dalam Aset  
        Tetap 

    1. Diinvestasikan dalam Aset  
        Tetap 

    2. Diinvestasikan dalam Aset  
        Lainnya (tidak termasuk Dana   
        Cadangan) 

 

    2. Diinvestasikan dalam Aset  
        Lainnya 

 
18. Dari bagan di atas dapat diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan antara 

Permendagri No. 13 Tahun 2006 dengan PP No. 24 Tahun 2005 bagi komponen 

Ekuitas pada Neraca. 

(*)  Akun Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek   

merupakan contra account  dari Ekuitas Dana Lancar 
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NERACA SKPD SETELAH KONVERSI 

19. Setelah melakukan konversi, maka format Neraca SKPD yang berdasarkan 

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 adalah sebagai berikut : 

 

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL 
NERACA SKPD ...... 

Per 31 Desember 20X1 DAN 20X0 
 

(Dalam Rupiah)                                                                                                     
Uraian 20X1 20X0 

ASET   
ASET LANCAR   
   Kas di bendahara penerimaan   
   Kas di bendahara pengeluaran   
   Investasi Jangka Pendek   
   Piutang Pajak   
   Piutang Retribusi   
   Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara   
   Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah   
   Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat   
   Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah  
   Lainnya 

  

   Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran   
   Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan   
   Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi   
   Piutang Lainnya   
   Persediaan   

Jumlah Aset Lancar   
ASET TETAP   
   Tanah   
   Peralatan dan Mesin   
   Gedung dan Bangunan   
   Jalan, Irigasi, dan Jaringan   
   Aset Tetap Lainnya   
   Konstruksi dalam Pengerjaan   
   Akumulasi Penyusutan   

Jumlah Aset Tetap   
 ASET LAINNYA    
  Tagihan Penjualan Angsuran   
  Tuntutan Perbendaharaan   
  Tuntutan Gaji Rugi   
  Kemitraan dengan Pihak Ketiga   
  Aset Tak Berwujud   
  Aset Lain-lain   

  Jumlah Aset Lainnya   
  JUMLAH ASET    

  KEWAJIBAN   
  KEWAJIBAN JANGKA PENDEK    
  Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)   
  Utang Bunga   
  Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Pemerintah  
  Pusat 
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  Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Pemerintah  
  Daerah Lainnya 

  

  Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Lembaga  
  Keuangan Bukan Bank 

  

  Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Obligasi   
  Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya   
  Utang Jangka Pendek Lainnya   

  Jumlah Kewajiban   
  EKUITAS DANA LANCAR   
  Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)   
  Cadangan Piutang   
  Cadangan Persediaan   
  Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran 
  Utang Jangka Pendek 

  

  Jumlah Ekuitas Dana Lancar   
  EKUITAS DANA INVESTASI   
  Diinvestasikan dalam Aset Tetap   
  Diinvestasikan dalam Aset Lainnya   

  Jumlah Ekuitas Dana Investasi   
   

  Rekening Koran-PPKD   
  Jumlah Ekuitas Dana   

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA    
 
PENYUSUNAN NERACA PPKD SEBELUM KONVERSI 

20. Setelah disusun LRA PPKD, selanjutnya PPKD menyusun Neraca PPKD. Neraca ini 

menyajikan informasi tentang posisi keuangan PPKD mengenai aset, kewajiban, 

dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Sebelum menyusun neraca PPKD, terlebih 

dahulu dibuat jurnal penyesuaian (jika ada). Jurnal penyesuaian ini dimaksudkan 

agar nilai dari akun–akun neraca sudah menunjukkan nilai wajar pada tanggal 

pelaporan. Penyesuaian ini meliputi : penyesuaian untuk nilai piutang pendapatan, 

jumlah persediaan, nilai aset tetap. Format neraca PPKD sebelum konversi adalah 

sebagai berikut : 

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL 
NERACA PPKD 

Per 31 Desember Tahun n dan Tahun n-1 
 

 (Dalam Rupiah)                                                                                                           

Jumlah Kenaikan 
(Penurunan) Uraian 

Tahun n Tahun n-1 Jumlah % 

ASET     
ASET LANCAR     
Kas     
   Kas di Kas Daerah     
Investasi Jangka Pendek     
  Investasi dalam Saham     
  Investasi dalam Obligasi     
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Piutang     
  Piutang Pajak     
  Piutang Retribusi     
  Piutang Dana Bagi Hasil     
  Piutang Dana Alokasi Umum     
  Piutang Dana Alokasi Khusus     
  Piutang Lain-Lain     

Jumlah      
INVESTASI JANGKA 
PANJANG 

    

Investasi Permanen     
  Pinjaman kepada Perusahaan     
  Negara 

    

  Pinjaman kepada Perusahaan    
 Daerah 

    

  Pinjaman kepada Pemerintah   
  Daerah Lainnya 

    

  Investasi dalam Surat Utang  
  Negara 

    

  Investasi Dana Bergulir     
  Investasi Non Permanen Lainnya     
Investasi Non Permanen     
  Penyertaan Modal Pemerintah  
  Daerah 

    

  Penyertaan Modal dalam Proyek  
  Pembangunan 

    

  Penyertaan Modal Perusahaan  
  Patungan 

    

  Investasi Permanen Lainnya     
Jumlah     

ASET TETAP     
   Tanah     
   Peralatan dan Mesin     
   Gedung dan Bangunan     
   Jalan, Jaringan dan Instalasi     
   Aset Tetap Lainnya     
   Konstruksi Dalam Pengerjaan     
   Akumulasi Penyusutan     

Jumlah      
ASET LAINNYA     
  Tagihan Penjualan Angsuran     
  Tagihan Tuntutan Gaji Kerugian 
  Daerah 

    

  Kemitraan dengan Pihak Ketiga     
  Aset Tak Berwujud     
  Aset Lain-lain     

Jumlah      
RK-SKPD .............     
RK-SKPD .............     

JUMLAH ASET      
KEWAJIBAN     
Kewajiban Jangka Pendek     
  Utang Perhitungan Pihak Ketiga     
  Utang Bunga     
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  Utang Pajak     
  Bagian Lancar Utang Jangka  
  Panjang 

    

  Pendapatan Diterima di Muka     
Kewajiban Jangka Panjang     
  Utang Dalam Negeri     
  Utang Luar Negeri     

Jumlah     
EKUITAS DANA     
EKUITAS DANA LANCAR     
  SILPA     
  Cadangan Piutang     
  Cadangan Persediaan     
  Dana yang Harus Disediakan untuk 
  Pembayaran Utang Jangka Pendek 

    

  Jumlah     
EKUITAS DANA INVESTASI     
  Diinvestasikan dalam Investasi    
  Jangka Panjang 

    

  Diinvestasikan dalam Aset Tetap     
  Diinvestasikan dalam Aset Lainnya     
  Dana yang Harus Disediakan untuk 
  Pembayaran Utang Jangka Panjang 
 

    

EKUITAS DANA CADANGAN     
  Diinvestasikan dalam Dana    
  Cadangan 

    

  Jumlah      
  JUMLAH KEWAJIBAN DAN  

  EKUITAS DANA  
    

 
 

KONVERSI UNTUK NERACA PPKD 

21. Ketika akan melakukan konversi Neraca, perlu diteliti lebih dahulu pada klasifikasi 

mana terjadi perbedaan antara Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang diubah oleh 

Permendagri No. 59 Tahun 2007 dengan PP No. 24 Tahun 2005, kemudian 

dilakukan konversi. Untuk lebih jelasnya perhatikan bagan di bawah ini: 
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Permendagri No. 13 Tahun 2006 

ASET LANCAR  
PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP 

ASET LANCAR  
Kas A. Aset Lancar 
    1. Kas di Kas Daerah     1. Kas di Kas Daerah 
Investasi Jangka Pendek     4. Investasi Jangka Pendek 
Piutang      5. Piutang Pajak 
    1. Piutang Pajak     6. Piutang Retribusi 
    2. Piutang Retribusi     7. Bagian Lancar Pinjaman kepada  

        Perusahaan Negara 
    3. Piutang Dana Bagi Hasil     8. Bagian Lancar Pinjaman kepada  

        Perusahaan Daerah 
    4. Piutang Dana Alokasi Umum     9. Bagian Lancar Pinjaman kepada  

        Pemerintah Pusat 
    5. Piutang Dana Alokasi Khusus   10. Bagian Lancar Pinjaman kepada  

        Pemerintah Daerah Lainnya 
    6. Piutang Lain-Lain   11. Bagian Lancar Tagihan  

        Penjualan Angsuran 

 
  12. Bagian Lancar Tuntutan Ganti  
        Rugi 

   13. Piutang Lainnya 
    Persediaan 

 

  14. Persediaan 
 

22. Perbedaan pada kelompok Aset Lancar terlihat pada akun piutang, selain piutang 

pajak dan piutang retribusi dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 terdapat akun 

Piutang Dana Bagi Hasil, Piutang Dana Alokasi Umum, Piutang Dana Alokasi 

Khusus yang di dalam format menurut PP No. 24 Tahun 2005 tidak disajikan 

contohnya, sehingga perlu dikonversikan ke piutang lainnya. 

23. Kemudian dalam format PP No. 24 Tahun 2005 diberikan kelompok akun Bagian 

Lancar Pinjaman, yaitu akun Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara, 

Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat, Bagian Lancar Pinjaman 

kepada Pemerintah Daerah Lainnya, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, 

dan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi yang di dalam Permendagri No. 13 Tahun 

2006 tidak ada, sehingga dimasukkan ke dalam akun Piutang Lain-lain. 
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Permendagri No. 13 Tahun 2006 

INVESTASI JANGKA PANJANG  
PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP 
INVESTASI JANGKA PANJANG  

A. Investasi Non Permanen A. Investasi Non Permanen 
    1. Pinjaman kepada Perusahaan 
        Negara 

    1. Pinjaman kepada Perusahaan    
        Negara 

    2. Pinjaman kepada Perusahaan   
        Daerah 

    2. Pinjaman kepada Perusahaan  
        Daerah 

    3. Pinjaman kepada Pemerintah   
        Daerah Lainnya 

    3. Pinjaman kepada Pemerintah  
        Daerah Lainnya 

    4. Investasi dalam Surat Utang  
        Negara 

    4. Investasi dalam Surat Utang  
        Negara 

    5. Investasi Dana Bergulir     5. Investasi dalam Proyek  
        Pembangunan 

    6  Investasi Non Permanen  
        Lainnya 

    6. Investasi Non Permanen  
        Lainnya 

B. Investasi Permanen B. Investasi Permanen 
    1. Penyertaan Modal Pemerintah  
        Daerah 

    1. Penyertaan Modal Pemerintah  
        Daerah 

    2. Penyertaan Modal dalam  
        Proyek Pembangunan 
    3. Penyertaan Modal  
        Perusahaan Patungan 
    4. Investasi Permanen Lainnya 

 

    2. Investasi Permanen Lainnya 

 

24. Perbedaan pada kelompok akun Investasi Jangka Panjang : 

a. Dalam format PP No. 24 Tahun 2005 Investasi dalam Proyek Pembangunan 

digolongkan ke dalam kelompok investasi non permanen, sedangkan dalam 

Permendagri No. 13 Tahun 2006 Penyertaan Modal dalam Proyek 

Pembangunan digolongkan ke dalam kelompok investasi permanen, 

b. Dalam format Permendagri No. 13 Tahun 2006 terdapat akun Investasi Dana 

Bergulir termasuk ke dalam Investasi Non Permanen, yang di dalam format PP 

No. 24 Tahun 2005 tidak ada, sehingga perlu dikonversi ke dalam akun 

Investasi Non Permanen Lainnya, 

c. Dalam format Permendagri No. 13 Tahun 2006 terdapat akun Penyertaan 

Modal Perusahaan Patungan termasuk ke dalam Investasi Permanen, yang di 

dalam format PP No. 24 Tahun 2005 tidak ada, sehingga perlu dikonversi ke 

dalam akun Investasi Non Permanen Lainnya. 
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Permendagri No. 13 Tahun 2006 

ASET TETAP 
PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP 

ASET TETAP 
    1. Tanah     1. Tanah 
    2. Peralatan dan Mesin     2. Peralatan dan Mesin 
    3. Gedung dan Bangunan     3. Gedung dan Bangunan 
    4. Jalan, Jaringan dan Instalasi     4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan 
    5. Aset Tetap Lainnya     5. Aset Tetap Lainnya 
    6. Konstruksi Dalam  
        Pengerjaan 

    6. Konstruksi dalam Pengerjaan 

    7. Akumulasi Penyusutan 

 

    7. Akumulasi Penyusutan 
 

25. Perbedaan di dalam Aset Tetap ada pada kelompok Jalan, Jaringan dan Instalasi 

berdasarkan akun pada Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang diubah oleh 

Permendagri No. 59 Tahun 2007, sedangkan berdasarkan format PP No. 24 Tahun 

2005 kelompok yang sama adalah Jalan, Irigasi, dan Jaringan. Bila diperhatikan 

lebih seksama ke dalam susunan Kode Rekening Permendagri No. 13 Tahun 2006, 

yang dimaksud dengan jaringan termasuk di dalamnya adalah jaringan irigasi, 

sehingga sebenarnya tidak ada perbedaan substansi di antara keduanya. 

 

Permendagri No. 13 Tahun 2006 
ASET LAINNYA  

PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP 
ASET LAINNYA  

    1. Tagihan Piutang Penjualan 
        Angsuran 

    1. Tagihan Penjualan Angsuran 

    2. Tagihan Tuntutan Ganti        
        Kerugian Daerah 

    2. Tuntutan Perbendaharaan 

    3. Kemitraan dengan Pihak Ketiga     3. Tuntutan Ganti Rugi 
    4. Aset Tidak Berwujud     4. Kemitraan dengan Fihak Ketiga 
    5. Aset Lain-Lain     5. Aset Tidak Berwujud 
 

 

    6. Aset Lain-Lain 
 

26. Perbedaan pada kelompok Aset Lainnya terlihat bahwa dalam format PP No. 24 

Tahun 2005 dibedakan antara Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi, 

sedangkan di Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang diubah oleh Permendagri No. 

59 Tahun 2007, hanya ada Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dengan tidak 

memisahkan ke dalam dua kelompok seperti pada PP No. 24 Tahun 2005. Oleh 

karena itu, sesuai dengan kejadian transaksinya perlu dibedakan ke dalam dua 

kelompok seperti dalam  PP No. 24 Tahun 2005. 
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Permendagri No. 13 Tahun 2006 

KEWAJIBAN  
PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP 

KEWAJIBAN  
A. Kewajiban Jangka Pendek A. Kewajiban Jangka Pendek 
    1. Utang Perhitungan Pihak  
        Ketiga 

    1. Utang Perhitungan Fihak Ketiga  
        (PFK) 

    2. Utang Bunga     2. Utang Bunga 

    3. Utang Pajak 
    3. Bagian Lancar Utang dalam  
        Negeri 

    4. Bagian Lancar Utang Jangka  
        Panjang 

    4. Bagian Lancar Utang Jangka  
        Panjang Lainnya 

    5. Pendapatan Diterima di  
        Muka 

    5. Utang Jangka Pendek Lainnya 

B. Kewajiban Jangka Panjang B. Kewajiban Jangka Panjang 
    1. Utang Dalam Negeri     1. Utang Dalam Negeri 
    2. Utang Luar Negeri 

 

    2. Utang Jangka Panjang Lainnya 

 

27. Perbedaan kelompok Kewajiban :  

a. Dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang diubah oleh Permendagri No. 59 

Tahun 2007 terdapat Utang Pajak yang dimasukkan ke dalam Utang 

Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) menurut PP No. 24 Tahun 2005, 

b. Dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang diubah oleh Permendagri No. 59 

Tahun 2007 terdapat Pendapatan Diterima di Muka yang dimasukkan ke dalam 

Utang Jangka Pendek Lainnya menurut PP No. 24 Tahun 2005, 

c. Dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang diubah oleh Permendagri No. 59 

Tahun 2007 terdapat Utang Luar Negeri yang dimasukkan ke dalam Utang 

Jangka Panjang Lainnya menurut PP No. 24 Tahun 2005, 

 

Permendagri No. 13 Tahun 2006 
EKUITAS DANA  

PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP 
EKUITAS DANA  

A. Ekuitas Dana Lancar A. Ekuitas Dana Lancar 
    1. Sisa Lebih Pembiayaan  
        Anggaran (SiLPA) 

    1. Sisa Lebih Pembiayaan  
        Anggaran (SiLPA) 

    2. Cadangan Piutang     2. Cadangan Piutang 
    3. Cadangan Persediaan     3. Cadangan Persediaan 
    4. Dana yang Harus Disediakan  
        untuk Pembayaran Utang      
        Jangka Pendek * 

    4. Dana yang Harus Disediakan  
        untuk Pembayaran Utang      
        Jangka Pendek 

B. Ekuitas Dana Investasi B. Ekuitas Dana Investasi 
    1. Diinvestasikan dalam 

Investasi  Jangka Panjang 
    1. Diinvestasikan dalam Investasi  
        Jangka Panjang 

    2. Diinvestasikan dalam Aset  
        Tetap 

    2. Diinvestasikan dalam Aset  
        Tetap 

    3. Diinvestasikan dalam Aset  
        Lainnya (tidak termasuk    
        Dana Cadangan) 

    3. Diinvestasikan dalam Aset  
        Lainnya 

    4. Dana yang Harus Disediakan  
        untuk Pembayaran Utang  
        Jangka Panjang ** 

 

    4. Dana yang Harus Disediakan  
        untuk Pembayaran Utang  
        Jangka Panjang 
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C. Ekuitas Dana Cadangan C. Ekuitas Dana Cadangan 
    1. Diinvestasikan dalam Dana 
        Cadangan 

    1. Diinvestasikan dalam Dana 
        Cadangan 

 

28. Dari bagan di atas dapat diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan antara 

Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang diubah oleh Permendagri No. 59 Tahun 

2007 dengan PP No. 24 Tahun 2005 bagi komponen Ekuitas pada Neraca. 

(*)  Akun Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek   

merupakan contra account  dari Ekuitas Dana Lancar 

(**)  Akun Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang  

merupakan contra account dari Ekuitas Dana Investasi 

 
 

NERACA PPKD SETELAH KONVERSI 
 

29. Setelah melakukan konversi, maka format Neraca PPKD yang berdasarkan 

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 adalah sebagai berikut : 

 

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL 
NERACA PPKD 

Per 31 Desember 20X1 dan 20X0 
 

                                                                                                    (Dalam Rupiah) 
Uraian 20X1 20X0 

ASET   
ASET LANCAR   
   Kas di Kas Daerah   
   Investasi Jangka Pendek   
   Piutang Pajak   
   Piutang Retribusi   
   Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara   
   Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah   
   Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat   
   Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah  
   Lainnya 

  

   Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran   
   Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan   
   Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi   
   Piutang Lainnya   
   Persediaan   

Jumlah Aset Lancar   
INVESTASI JANGKA PANJANG   
 Investasi Non Permanen   
    Pinjaman kepada Perusahaan Negara   
    Pinjaman kepada Perusahaan Daerah   
    Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya   
    Investasi dalam Surat Utang Negara   
    Investasi dalam Proyek Pembangunan   
    Investasi Non Permanen Lainnya   
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 Investasi Permanen   
    Penyertaan Modal Pemerintah Daerah   
    Investasi Permanen Lainnya   
ASET TETAP   
   Tanah   
   Peralatan dan Mesin   
   Gedung dan Bangunan   
   Jalan, Irigasi, dan Jaringan   
   Aset Tetap Lainnya   
   Konstruksi dalam Pengerjaan   
   Akumulasi Penyusutan   

Jumlah Aset Tetap   
DANA CADANGAN   
   Dana Cadangan   

Jumlah Dana Cadangan   
ASET LAINNYA    
  Tagihan Penjualan Angsuran   
  Tuntutan Perbendaharaan   
  Tuntutan Gaji Rugi   
  Kemitraan dengan Pihak Ketiga   
  Aset Tak Berwujud   
  Aset Lain-lain   

Jumlah Aset Lainnya   
   
Rekening Koran - SKPD .............   
Rekening Koran - SKPD .............   
   

JUMLAH ASET    
KEWAJIBAN   
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK    
  Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)   
  Utang Bunga   
  Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Pemerintah Pusat   
  Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Pemerintah Daerah  
  Lainnya 

  

  Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Lembaga Keuangan  
  Bukan Bank 

  

  Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Obligasi   
  Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya   
  Utang Jangka Pendek Lainnya   

  Jumlah Kewajiban Jangka Pendek   
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG    
  Utang Dalam Negeri – Pemerintah Pusat   
  Utang Dalam Negeri – Pemerintah Daerah Lainnya   
  Utang Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank   
  Utang Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bukan Bank   
  Utang dalam Negeri – Obligasi   
  Utang Jangka Panjang Lainnya   

  Jumlah Kewajiban Jangka Panjang   
EKUITAS DANA   
  EKUITAS DANA LANCAR   
    SILPA   
    Cadangan Piutang   
    Cadangan Persediaan   
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    Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang  
    Jangka Pendek 

  

  Jumlah Ekuitas Dana Lancar   
  EKUITAS DANA INVESTASI   
    Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang   
    Diinvestasikan dalam Aset Tetap   
    Diinvestasikan dalam Aset Lainnya   
    Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang 
    Jangka Panjang 

  

  Jumlah Ekuitas Dana Investasi   
  EKUITAS DANA CADANGAN   
     Diinvestasikan dalam Dana Cadangan   

  Jumlah Ekuitas Dana Cadangan   
JUMLAH EKUITAS DANA    

  JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA    
 
 

NERACA GABUNGAN PEMDA 

30. Neraca gabungan Pemda disusun pada akhir tahun anggaran. Dalam penyusunan 

laporan keuangan gabungan ini, rekening-rekening yang sifatnya reciprocal  

(timbal balik antar unit dalam satu Pemerintah Daerah) harus dihilangkan terlebih 

dahulu. Mekanisme penghilangan akun resiprokal tersebut, yaitu melalui proses 

eliminasi akun – akun reciprocal. Akun-akun resiprokal yang terjadi dalam sistem 

akuntansi keuangan daerah ini adalah akun RK-SKPD dan akun RK-PPKD. Akun 

RK-SKPD dicatat oleh PPKD, sedangkan akun RK-PPKD dicatat oleh SKPD. Kedua 

akun tersebut digunakan untuk menggambarkan transaksi yang dilakukan antar 

unit tersebut, dan akan berpengaruh terhadap neraca kedua unit tersebut. Hal ini 

terjadi karena hubungan PPKD dan SKPD adalah hubungan Pusat – Cabang. 

Dimana PPKD bertindak sebagai kantor pusat, dan SKPD bertindak sebagai kantor 

cabang, tetapi keduanya adalah satu entitas pelaporan, yaitu entitas pelaporan 

Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 

31. Contoh worksheet untuk neraca gabungan adalah sebagai berikut : 

No Uraian 
SATKER 

1, 2,…n 

PPKD 
Eliminasi Gabungan 

1 Aset     

2 Aset Lancar     

3    Kas di Kas Daerah xxx xxx  xxx 

4    Kas di bendahara 

   Penerimaan 

xxx xxx  xxx 

5    Kas di bendahara 

   Pengeluaran 

xxx xxx  xxx 
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6    Piutang pajak daerah xxx   xxx 

7    Piutang retribusi daerah xxx   xxx 

8    Piutang hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang 

dipisahkan 

 xxx  xxx 

9    Piutang lain-lain PAD yang 

   sah     

xxx xxx  xxx 

10    Piutang dana perimbangan  xxx  xxx 

11    Piutang lain-lain pendapatan 

yang  sah 

 xxx  xxx 

12    Persediaan xxx xxx  xxx 

13 Jumlah aset lancar xxx xxx  xxx 

14 Investasi Jangka Panjang xxx xxx  xxx 

15 Aset Tetap     

16     Tanah xxx xxx  xxx 

17     Peralatan dan mesin xxx xxx  xxx 

18     Gedung dan bangunan xxx xxx  xxx 

19     Jalan, irigasi, dan jaringan xxx xxx  xxx 

20     Aset tetap lainnya xxx xxx  xxx 

21     Akumulasi penyusutan (xxx) (xxx)  (xxx) 

22 Jumlah aset tetap xxx xxx  xxx 

23 Dana cadangan  xxx  xxx 

24 Aset lainnya xxx xxx  xxx 

25 Rekening Koran-SKPD xxx  (xxx)  

26 Jumlah aset xxx xxx  xxx 

27 Kewajiban xxx xxx  xxx 

28 Ekuitas dana  xxx  xxx 

29 Rekening Koran-PPKD  xxx (xxx)  

30 Jumlah ekuitas xxx xxx  xxx 

 


